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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV

bagian oemahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk peengaturan aborsi menurut hukum pidana positif yakni diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
adalah ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76, sedangkan dalam KUHPidana
diatur dalam 346, 347, 348 dan 349, dan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (1) “Setiap orang yang
dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam
kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
Milyar).

Penerapan sanksi terahadap pelaku tindak pidana aborsi yang
diterapkan oleh Polisi Resort Kota Mataram yakni Pasal 77A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak
yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak
dibenarkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu Milyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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adalah kejahatan”. Juncto Pasal 55 KUHPidana disebutkan bahwa (1)
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Juncto Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi dipidana sebagai
pembantu kejahatan (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada
waktu kejahatan dilakukan (2) mereka yang sengaja memberi
kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi di Polresta
Mataram dengan ancaman Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam
kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
Milyar rupiah) dinilai cukup efektif hal ini dibuktikan dengan
menurunnya kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di tengah
masyarakat, sesuai dengan data secara keseluruhan di Propinsi NTB
pada tahun 2019 terdapat 65 kasus, sedangkan pada tahun 2020

terdapat 20 kasus. Sedangkan kasus tindak pidana aborsi di Kota
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mataram berdasarkan laporan yang masuk tahun 2020 terdapat 1 kasus

dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan saran
untuk pencegahan tindak pidana aborsi yang terjadi di wilayah hukum

Polresta Mataram sebagai berikut;

4. Diharapkan kepolisian Resort Kota Mataram bekerjasama dengan pihak
BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan ) dan pihak dinas keshatan
untuk mengawasi peredaran obat atau jamu yang dapat merangsang janin
yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan tindak
pidana aborsi dengan razi rutin dan berkala ke apotek, toko obat, penjual
jamu serta mengawasi secara intensif penjualan obat dan jamu
perangsang janin secara online.

5. Diharapkan kepada pihak kepolisian Resort Kota Mataram untuk
melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat hiburan
malam seperti hotel, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat lain yang
dapat digunakan para muda mudi atau mahasiswa untuk melakukan

hubungan diluar nikah.
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